BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan perempuan sudah ada sejak abad ke-15. Namun, sejak isu hak
asasi manusia secara lantang disuarakan oleh aktivis feminisme, kepemimpinan
perempuan semakin bangkit dan marak diperbincangkan. Setelah menjadi
fenomena yang marak diperbincangkan dalam kalangan mayarakat saat ini,
kepemimpinan perempuan tidak lagi diragukan jiwa kepemimpinannya. Kiprah
perempuan ini kemudian semakin tampak di Abad ke-21. Dibeberapa negara,
sebagian perempuan sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik
dalam sisi kehidupan maupun mobilitas vertikal. Telah banyak kaum perempuan
dapat mengenyam dunia pendidikan yang sejajar dengan kaum laki-laki sehingga
mampu menduduki jabatan strategis yang sama dalam dunia birokrasi atau
pemerintahan. kepemimpinan merupakan akibat dari satu arah yang mungkin
dikarenakan sang pemimpin memiliki kualitas tertentu yang membuatnya unggul
di antara pengikutnya (Moejiono, 2002).

Saat ini kiprah kepemimpinan perempuan mendapat peran dan posisi strategis
dalam kehidupan masyarakat. Perempuan Indonesia di era saat ini benar-benar
muncul menduduki peranan strategis di ranah birokrasi dan pemerintahan. Di
Indonesia pernah dipercayakan seorang pemimpin perempuan, yaitu Ibu Megawati
Soekarno Putri, sebagai presiden perempuan pertama. Selain itu seorang Mentri
Perikanan yang bernama Susi Puji Astuti. Secara konstitusional, dijelaskan dalam

undang-undang 1945 pasal 27 ayat 1 berbunyi “setiap warga negara bersamaan



kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Perempuan memiliki
hak, kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki didalam
pembangunan segala bidang. Adanya kesempatan terbuka bagi perempuan sebagai
pemimpin, berarti terbuka pula kesempatan perempuan untuk mengambil bagian
dalam pengambilan keputusan.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan serta
memuat pasal-pasal yang mendukung aksi anti diskriminasi terhadap kaum
perempuan yang tercantum pada pasal 20 ayat 2, yaitu “Perbudakan dan
perhambaan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun
tujuannya serupa, dilarang. > Kemudian dalam pasal 49 ditegaskan bahwa “wanita
berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi”.
Kemudian disebutkan dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011
pasal 1 tentang adanya perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 15
Tahun 2008 mengenai pedoman Umum adanya Pelaksanaan Pengarustamaan
Gender di tiap daerah. Meski di era ini masi sering terjadi diskriminasi terhadap
perempuan, jumlah perempuan sudah banyak yang menduduki posisi strategis baik
sebagai perumus, pelaksana pengambil keputusan kebijakan negara semakin
digemari dan semakin bertambah. Persoalannya perkembangan peran serta posisi
perempuan terjadi sangat lamban, posisi dilembaga pemerintah juga sangat kurang
proposional. Namun, tidak semua perempuan akan diakui sebagai pemimpin, hanya
perempuan yang memenuhi standard kepemimpinan laki-laki yang akan diakui

keefektivitasannya (Klenk, Mangunsong, 2009).



Tingkat kedudukan pemimpin laki-laki dan perempuan saat ini tak lagi dapat
dipungkiri posisinya. Laki-laki dan perempuan dapat menduduki posisi strategis
dan setara, baik dibidang bisnis maupun publik. Namun, dalam masa
kepemimpinannya laki-laki dan perempuan tentu memiliki gaya kepemimpinan
yang berbeda. Dalam hal ini laki-laki dinilai lebih menggunakan norma keadilan
sedangkan perempuan menggunakan norma persamaan. Saat ini ada banyak tokoh
perempuan yang menjadi panutan, seperti Indira Ghandi dari India, Margaret
Thatcher dari Inggris, dan Cory Aquino dari Filipina. Di Indonesia tokoh
perempuan yang dapat dijadikan tauladan dalam memimpin ialah R.A Kartini,
beliau ialah tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan, seperti hak untuk
belajar dan hak untuk memimpin sebuah organisasi.

Perempuan merupakan sumberdaya pontensial yang apabila diberikan
kesempatan dan peluang untuk maju, maka akan maju dan meningkatkan
kualitasnya secara mandiri, menjadi penggerak dalam dimensi kehiduapan serta
pembangunan bangsa. Saat ini kaum perempuan dapat menunjukkan dirinya
sebagai kaum yang kuat dan berprogres. Semakin lama semakin banyak kaum
perempuan yang menunjukkan kemampuan dirinya dalam menjalankan pekerjaan
laki-laki, mereka dapat bertahan dan sukses dalam menjalankan amanah yang
diberikan. Secara esensial dalam manajemen dan kepemimpinan pada dasarnya
tidak jauh berbeda dengan kaum laki-laki.

Di era ini banyak tokoh perempuan telah banyak menjadi panutan.
Menanggapi adanya hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (PPPA), Bintang Prayoga menyebutkan sejarah telah membuktikan bahwa



perempuan patut diperhitungkan dalam posisi kepemimpinan. Pada Pilkada dan
Pemilu serentak yang dilakukan pada 2018 lalu, terbukti peluang yang cukup
signifikan terhadap posisi perempuan dalam kepemimpinan public, berdasarkan
data Kemen Pemberdayaan Perlindungan dan Pemberdayaan Anak, keberhasilan
terpilinnya perempuan sebelum diselenggarakannya pilkada dan pemulu tercatat
sebanyak 27 orang atau sebesar 2.5%. namun setelah dilakukannya pilkada terjadi
peningkatan dan tercatat sebanyak 87 orang atau sebesar 8% dari 1096 kepala
daerah atau wakil kepala daerah.

Melihat banyaknya potensi perempuan di Indonesia yang mampu menjadi
kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak (PPPA) mengeluarkan Peraturan Menteri No. 10 Tahun 2015
Tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan. Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ini telah disampaikan kepada Bupati, Walikota,
dan Gubernur di Indonesia untuk dilaksanakan, guna mendukung keberlangsungan
agenda planet 50:50 pada Gender Equalitydi tahun 2030 mendatang, tidak lagi
berpola 30% untuk keterwakilan perempuan dan 70% sisanya laki-laki, melainkan
menjadikan kesetaraan gender dalam menerima serta meraih manfaat dan
kesempatan diberbagai bidang pembangunan.

Pemimpin public saat ini mengamban nilai-nilai perubahan untuk membawa
organisasi public menjadi lebih professional, akuntabel, transparan dan partisipatif.
Pemimpin harus siap dalam segala dinamika pada tubuh organisasi yang
dipimpinnya. Dinamika ini terjadi akibat adanya perubahan yang signifikan dari

keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin sesuai pada visi dan misinya dalam



menjalankan roda kepemimpinan. Perbedaan pola dan cara dalam menjalankan
kepemimpinan ini tentu akan menimbulkan perspektif yang berbeda dalam
masyarakat. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin, baik
pemimpin laki-laki maupun pemimpin perempuan. Adapun tantangan pemimpin
perempuan saat ini, bagaimana cara melayani masyarakat yang semakin maju
dengan mobilitas yang tinggi.

Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi
Kepulauan Riau, yang mana Kota Tanjungpinang juga merupakan lbu Kota dari
Provinsi Kepulauan Riau. Dalam menjaga dan memelihara komitmen suatu
organisasi, peran seorang pemimpin tentu sangat diperlukan dan kepemimpinan
yang efektif tentunya menjadi syarat utama. Seorang pemimpin yang efektif
menerapkan gaya kepemimpinan tertentu, namun terlebih dahulu tentu harus
memahami siapa bawahan yang dipimpinnya, memahami kekuatan dan kelemahan
bawahannya, serta mengerti bagaimana memanfaatkan kekuatan bawahan guna
mengimbangi kelemahan bawahannya.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tanjungpinang tentu memerlukan
seorang pemimpin yang mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat
menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan hasil guna. Kota
Tanjungpinang dengan jumlah penduduk yang mencapai angka 220.812 jiwa tentu
memerlukan seorang pemimpin yang mampu mengayomi dan memenuhi

kesejahteraan serta hak-hak hidup masyarakat.



Wilayah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau ini sebelumnya pernah
dipimpin oleh seorang perempuan yaitu Suryatati A. Manan pada Periode 2001-
2003 silam, seorang perempun yang diberikan julukan Kartini masa kini oleh
masayarakat Kota Tanjungpinang, hal ini berhasil membuktikan bahwasannya
dibawah kepemimpinan seorang perempuan suatu organisasi pemerintahan dapat
menuai keberhasilan, hal ini dibuktikan dengan keberhasilan Suryatati A. Manan
yang menjabat selama 2 Periode. Kini Kota Tanjungpinang kembali dipimpin oleh
seorang perempuan yaitu Hj. Rahma, S.IP., dalam periode 2018-2024.

Dengan adanya keberhasilan pemimpin perempuan sebelumnya tentu
membuat tantangan terendiri bagi pemimpin perempuan saat ini. Menjadi
pemimpin perempuan tentu tidaklah mudah, terlebih sebagai walikota. Dalam
perjalanan sebagai seorang pemimpin perempuan, tentu mendapatkan banyak
tantangan dalam menjalankan tugas dan kewajiban, terlebih dalam mengambil
kebijakan dan keputusan. Sebagai pemimpin perempuan tentu ada perbedaan dalam
pengambilan keputusan dan menetapkan kebijakan.

Kepemimpinan sebagai suatu obyek yang penting dalam mencapai suatu
tujuan dalam organisasi, serta kehidupan organisasi pula tampak jelas fungsi-fungsi
kepemimpinan. Selain itu, sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan
fungsi seorang pemimpin tentu memiliki karakter dan gaya kepemimpinan yang
berbeda. Suatu organisasi tentu memerlukan seorang pemimpin yang baik sehingga
mampu membawa perubahan. Ada banyak klasifikasi gaya kepemimpinan, terlebih

gaya kepemimpinan khas dimiliki oleh seorang pemimpin perempuan. Menurut



Situmorang (2011) mengklasifikasikan gaya kepemimpinan perempuan kedalam
empat kategori, yaitu:

a.) Gaya Kepemimpinan Feminim

b.) Gaya Kepemimpinan Maskulin

c.) Gaya Kepemimpinan Transaksional

d.) Gaya Kepemimpinan Transformasional.

Selain itu faktor kepemimpinan juga memiliki peran yang penting terhadap
keberhasilan tujuan, cita-cita dan keinginan yang hendak dicapai. Pemimpin yang
terdapat di Kota Tanjungpinang saat ini ialah perempuan dengan gaya
kepemimpinan yang khas dengan memberikan segala perhatian dan tenaganya
kepada masyarakat Kota Tanjungpinang, sehingga orang-orang yang dibawah
kepemimpinannya dapat digerakkan serta diarahkan tenaganya untuk mencapai
tujuan yang sebelumnya telah ditentukan. Dengan demikian adanya gaya
kepemimpinan dapat dijadikan pedoman yang baik dalam keberhasilan suatu
organisasi.

Gaya kepemimpinan merupakan salah satu cara bagi seorang pemimpin untuk
mempengaruhi bawahannya yangdapat dilihat dari pola tingkah laku dan atau
kepribadiannya. Gaya kepemimpinan merupakan faktor lingkungan intern yang
sangat jelas akan memengaruhi perumusan kebijaksanaan dan perkembangan
strategi. Gaya kepemimpinan merupakan penentu keberhasilan pencapaian dan
sangat strategis dalam mencapai tujuan, visi dan misi.

Gaya kepemimpinan yang efektif tentu sangat dibutuhkan bagi seorang

pemimpin guna keberhasilan tujuan dan cita-cita organisasi tersebut. Dengan



demikian tentu dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan dapat menjadi pedoman
yang baik sebagai tolak ukur keberhasilan seorang pemimpin dalam mencapai
tujuan dan cita-citanya dalam memimpin. Dalam mencapai tujuan dan cita-cita
yang hendak dicapai, terlepas dari gaya kepemimpinan dan karakter kepemimpinan
tentu orang-orang yang berada dibawah kepemimpinan tersebut juga harus saling
bekerjasama dimana mereka juga menyadari tugas dan tanggungjawab masing-
masing demi tercapainya tujuan dan cita-cita yang hendak dicapai.

Pro dan Kontra mengenai kepemimpinan perempuan di Indonesia merupakan
masalah krusial yang selalu diperbincangkan setiap tahunnya. Kuatnya stereotype
terhadap pemimpin yang harus berasal dari gender laki-laki yang bersifat tegas dan
kuat membuat pemimpin perempuan dianggap sebelah mata di masyarakat.
Walikota Hj. Rahma, S.IP., merupakan sosok perempuan kedua yang berhasil
menduduki jabatan Walikota di Kota Tanjungpinang. Pada saat masa
kepemimpinannya, beliau dikenal dengan sosok yang tegas dan berani. Hal ini
ditunjukan dengan tindakannya yang berani untuk mengambil suatu keputusan dan
mempertahankan keputusannya dalam kebijakan Protokol Kesehatan di Masa
Pandemi Covid-19. Meskipun kepemimpin perempuan di Indonesia masih
dianggap rendah, namun Walikota Hj. Rahma, S.IP., mampu membuktikan dengan

Kinerjanya.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana gaya
kepemimpinan Hj. Rahma, S.IP., dalam instansi publik? Untuk itu peneliti berniat
untuk melakukan penelitian dengan judul “Gaya Kepemimpinan Perempuan Di

Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Hj. Rahma, S, IP.)”



1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan fenomena dan penjelasan diatas, dengan itu peneliti menarik
rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana gaya kepemimpinan Walikota

Kota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP.?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang hendak diperoleh,
begitupula pada penelitian ini, adapun tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk
mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan dari Hj. Rahma S,IP., dalam

memimpin Kota Tanjungpinang

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan
dan mengetahuipermasalahan yang ada, mengetahui bagaimana gaya

kepemimpinan Hj. Rahma, S.IP., dalam memimpin di Kota Tanjungpinang.

1.4.1 Manfaat Teoritis
Dengan adanyapenelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan
jalan penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya

gaya kepemimpinan yang berbeda.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Walikota Tanjungpinang
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Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi Walikota
Tanjungpinang yaitu Hj. Rahma, S,IP., Untuk melakukan perbaikan dan
pembangunan terhadap gaya kepemimpinan serta kinerja dalam masa

kepemimpinannya.

b. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
wawasan kepada masyarakat mengenai kepemimpinan, gaya kepemimpinan dan
kinerja Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S.IP., dengan gaya kepemimpinan

yang berbeda.



